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HELD A* 

SY AMS UL ARIFIN ** 

MIRZA NASUTION** 

INTISARI 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 (UUD 1945) yang dilakukan tahun 1999 sampai dengan 2002 telah 
membawa perubahan dal'!_m sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya 
perubahan pada struktur kdembagaan negara. Sebelum perubahan UUD 
1945 dikenal lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi Negara 
( Presiden, DPR,BPK,MA,DP A). Perubahaan UUD 1945 juga menimbulkan 
lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi 
Yudisial, dan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pengganti tugas 
lembaga negara yakni Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus dari 
ketentuan UUD 1945. Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga 
negara berada dibawah Presiden melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 
2006 (UU No.19/2006) tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Keberadaan 
Dewan Pertimbangan Presiden memerlukan kajian yang lebih mendalam 
karena di dalam pratek ketatanegaraannya, Dewan Pertimbangan Presiden 
ini menjadi sebuah lembaga negara yang kewenangannya tidak diakomodir 
langsung dalam UUD 1945. Dalam perkembangannya Dewan Pertimbangan 
Presiden dijadikan sebagai lembaga penasehat Presiden akan tetapi seberapa 
jauh dan mengikatnya nasehat yang diberikan kepada Presiden masih terjadi 
pro dan kontra karena kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: ( 1) Bagaimana pengaturan dan kedudukan Dewan 
Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara bantu di dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia? (2) Bagaimana hubungan Dewan 
Pertimbangan Presiden dengan Lembaga Negara lainnya dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia? 

Penelitian tesis ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif, dari 
sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris karena 
menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam kedudukan lembaga negara 
bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan mengambil 
contoh Dewan Pertimbangan Presiden sebagai obyek analisis. Analisa bahan 
hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. 

Berdasarkan basil penelitian tesis ini dapat disebutkan bahwa Dewan 
Pertimbangan Presiden merupakan salah satu lembaga negara bantu yang 
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dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat penunjang dari 
kekuasaan lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan 
Pertimbangan Presiden berkedudukan sebagai lembaga negara bantu dan 
kedudukannya tidak setara dengan Presiden melainkan berada dibawah 
Presiden. Dilihat dari struktur keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden, 
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan 
Pertimbangan Presiden akan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang 
menjadi kewenangan menteri negara maupun lembaga-lembaga lainnya 
yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. 

Kata Kunci 

Dewan Pertimbangan Presiden 
Lembaga Negara 
Lembaga Negara Bantu 
UUD 1945 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 
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ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEW AN 
PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM 
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai sebuah negara hukum 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar (grundnorm.)2 yang menjadi 

puncak dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawahnya. 

Konstitusi sebagai hukum dasar memerlukan sebuah naskah yang bentuk, susunan 

dan mekanismenya dapat dijadikan sebagai sebuah landasan yang utuh dalam 

1 Konsep negara hukum modem di Eropa Kontinental clikembangkan dengan 
menggunakan istilah Jerman yaitu "rechtsstaaf' antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Lab and, 
Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum 
dikembangkan dengan sebutan "The Rule of Law" yang dipelopori A.V. Dicey. Selain itu, konsep 
negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomolcratie) yang berarti bahwa penentu 
dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep Negara hukurn 
yang disebut dengan istilah "rechsstaaf' mencakup empat elemen penting yaitu: (1) Perlindungan 
hak asasi menusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 
(4) Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting "The Rule of 
law" yaitu : (1) Supremacy of law, (2) Equality before the law, dan (3) Due process of law. 
lmernational Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat representative government 
under the rule of law, yaitu (I) Adanya proteksi konstitusional, (2) Adanya pengadilan yang bebas 
dan tidak memihak, (3) Adanya pemilihan umum yang bebas, (4) Adanya kebebasan untuk 
menyatakan pendapat dan berserikat, (5) Adanya tugas oposisi, dan (5) Adanya pendidikan civic. 
Lihat Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta; 2006 (I), hal. 148-149. 

2 Suatu Rechtsve1fassung memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat 
mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang 
merupakan undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. lsinya merupakan 
peraturan yang bersifat fundamental artinya, bahwa tidak semua masalah yang penting barus 
dunuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersiat pokok, dasar atau asas-asas saja. Lihat 
.'.\lob. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta; 1983, hal. 65-66. 
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2 

rangka mewujudkan sebuah tata hukum yang benar-benar mampu menampung 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik pada masa sekarang maupun pada masa 

depan. 

Naskah konstitusi yang kemudian melahirkan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945) telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan langkah awal dalam rangka 

menciptakan sebuah negara hukum. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tersebut mengalami berbagai peristiwa sejarah penting yang ikut mempengaruhi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski kehidupan bernegara Indonesia 

sempat ditandai dengan lahimya beb~rapa konstitusi setelah UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Serikat Tahun 1949 (UUD RIS 1949) dan Undang Undang Dasar 

Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), pada kenyataannya UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tetap bertahan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Hal 

ini membuktikan bahwa sistem negara kesatuan yang dianut dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mampu mewadahi keberagaman rakyat Indonesia 

sebagai masyarakat madani. 

Meskipun telah bertahan lebih dari lima puluh tahun, perjalanan sejarah 

bangsa Indonesia membuktikan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan demokrasi yang 

dinilai lebih dewasa terutama sejak lahirnya era reformasi yang ditandai dengan 
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